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Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak
atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah
tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah
sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual
belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyel esaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam
penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017).
Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas
hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode
kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah
Penerbitan sertipikat duplikat hak atas tanah sebagai akibat perintah Putusan pengadilan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah. Sertipikat yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak
atas tanah seakan-akan terdegradasi dengan adanya dua sertipikat hak atas tanah dengan dua subjek orang
yang berbeda dan objek sertipikat yang sama. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat atau
Termohon Kasasi (pihak yang dirugikan) adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dilanjutkan dengan pembatalan sertipikat. Pembatalan
tersebut menyebabkan hapusnya hak atas tanah dan status tanah tersebut menjadi tanah negara yang berarti
harus digjukan permohonan hak baru kepada kantor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan
khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang K etentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

...... This study discusses on issuance of Duplicate Land Rights Certificate : A Case Study of Supreme Court
Decision Number 3136 K/Pdt/2017, so it takes areview of the problem with the legal issues discussed are
due to the legal issue of the issuance of duplicate certificates of land rights as aresult of a court decision, the
responsibility of the Land Deed Officials whose land sale deed legally flawed with a court decision, and the
resolution for the execution of court decision on the issuance of duplicate land rights certificate (case study
of the Supreme Court's decision No. 3136 K/Pdt/2017). The method used is a normative juridical research
method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used isa
gualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are
the issuance of a duplicate land rights certificate as aresult of a court decision not in accordance with
statutory regulations, especially Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration.
Certificate should provide a guarantee of legal certainty regarding land rights seemsto be degraded by the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20507287&lokasi=lokal

existence of two certificates of land rights with two different subjects and the same object certificate. The
settlement that can be carried out by the Plaintiffs or the Respondent Cassation (the injured party) is<br/>by
filing aclaim for certificate revocation to the State Administrative Court which is then followed by
certificate revocation. The certificate revocation results in the abolition of land rights and the status of the
land becomes national 1and, which means that the new land rights application must be submitted to the land
office. Therefore, it is necessary to revise the regulations, especially Government Regulation Number 24 of
1997 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs’'Head of National Land Agency Number 3 of 1997
concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land
Registration.



